PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a.

bahwa untuk pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa
wajib diterapkan oleh pihak pelapor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai salah satu
pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib
menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang



Mengingat

Menetapkan :

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat
Pembuat Akta Tanah,;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3746);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5893);

5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan,;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP
MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH.







